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RINGKASAN

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah instrumen hukum penting yang
mengatur kegiatan pertambangan. lzin ini memberikan kerangka Kkerja bagi
perusahaan tambang dalam menjalankan operasionalnya sesuai ketentuan pemerintah,
termasuk dalam hal lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, dan pembagian hasil.
Namun, penting untuk memastikan bahwa izin ini diberikan dengan
mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti dampak sosial, lingkungan, dan
ekonomi, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Masalah yang sering
muncul terkait IUP adalah penyalahgunaannya, terutama dalam kasus eksploitasi di
kawasan hutan yang seharusnya dilindungi. Pelaku usaha dapat menggunakan izin
sebagai dasar legalitas untuk kegiatan tambang di hutan, namun jika izin tersebut
dikeluarkan tanpa mematuhi prosedur yang tepat, dapat dianggap ilegal dan
berpotensi merusak lingkungan. Beberapa yurisdiksi menerapkan undang-undang
yang memungkinkan penuntutan pidana langsung terhadap korporasi yang melakukan
kegiatan ilegal dengan konsekuensi berupa denda atau larangan beroperasi. Selain itu,
korporasi juga dapat dikenai tanggung jawab sipil untuk mengganti kerugian
lingkungan, sosial, dan ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan ilegal mereka. Dalam
konteks hukum administrasi, penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin juga
menjadi fokus utama, termasuk manipulasi prosedur perizinan dan kelalaian dalam
penilaian dampak lingkungan. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, menjadi penting untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana
dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam sektor pertambangan. Isu yang
berkaitan dengan penggunaan ruang di sektor kehutanan meliputi pemanfaatan
kawasan hutan tanpa izin dan pelanggaran terhadap kawasan hutan lindung. Menurut
Pasal 38 ayat (4) UU Cipta Kerja, penambangan dengan pola pertambangan terbuka
dilarang di kawasan hutan lindung. Pasal 50 UU Cipta Kerja melarang individu yang
telah memiliki Perizinan Berusaha di kawasan hutan untuk melakukan aktivitas yang
dapat merusak lingkungan hutan atau melakukan kegiatan ilegal di dalamnya, seperti
kebun atau penambangan tanpa izin. Penggunaan kawasan hutan tanpa izin,
khususnya penambangan ilegal, menjadi penyebab utama perusakan hutan yang
semakin luas dan kompleks. Perusakan ini tidak hanya terbatas pada hutan produksi,
tetapi juga menjangkau hutan lindung dan hutan konservasi. Penanganan perusakan
hutan memerlukan upaya yang luar biasa, dengan regulasi seperti Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 yang menegaskan penggunaan kawasan hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan hanya dapat dilakukan
untuk kegiatan strategis yang tidak dapat dihindari. Secara hukum, Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatur bahwa
kawasan lindung nasional termasuk kawasan lindung geologi seperti kawasan
bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah.
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ABSTRAK

Keywords :  Mining Business Permit, Environmental Sustainability, Permit
Misuse, Environmental Law, Criminal Consequences, Forest
Governance, Natural Resource Protection

This research examines the role and legal responsibilities associated with mining
business permits (lzin Usaha Pertambangan or IUP) in Indonesia, particularly in the
context of forest management. The IUP serves as a crucial legal instrument for
regulating mining operations, ensuring compliance with environmental, health,
safety, and revenue-sharing regulations. However, there is often misuse of permits
that authorize mining activities in protected forest areas, posing potential risks to the
environment and ecosystem functions. The research employs a normative legal
approach, analyzing relevant legislation such as the Mineral and Coal Mining Law
and environmental and spatial planning regulations. Data analysis identifies aspects
of permit misuse and its legal consequences, both in criminal and civil domains.
Findings indicate that misuse of mining permits can lead to criminal sanctions
including fines, operational bans, and obligations to compensate for environmental
and social damages. These consequences apply to both corporations and officials
involved in issuing permits that deviate from procedures or inadequately consider
environmental impacts. The study concludes by emphasizing the importance of
rigorous and transparent legal enforcement in managing mining permits to ensure
that extractive activities contribute positively to economic development while
safeguarding environmental sustainability and social justice. This research
contributes to strengthening environmental law implementation in Indonesia,
particularly in the context of forest protection and sustainable natural resource
management.
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ABSTRAK

Kata Kunci : lzin Usaha Pertambangan, Keberlanjutan Lingkungan,
Penyalahgunaan Izin, Hukum Lingkungan, Konsekuensi
Pidana, Tata Kelola Hutan, Perlindungan Sumber Daya Alam

Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab hukum terkait izin usaha
pertambangan (IUP) di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan kawasan
hutan. IUP menjadi instrumen hukum yang penting dalam mengatur operasional
perusahaan pertambangan, dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan
lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, dan pembagian hasil. Namun, seringkali
terjadi penyalahgunaan izin yang mengizinkan kegiatan pertambangan di kawasan
hutan yang seharusnya dilindungi, yang berpotensi merusak lingkungan dan
mengganggu fungsi ekosistem. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan
hukum normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang
relevan, termasuk Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta
peraturan terkait lingkungan hidup dan tata ruang. Data dianalisis untuk
mengidentifikasi aspek-aspek penyalahgunaan izin dan konsekuensi hukumnya, baik
dalam ranah pidana maupun perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penyalahgunaan izin usaha pertambangan dapat mengakibatkan sanksi pidana seperti
denda dan larangan operasi, serta kewajiban untuk mengganti kerugian lingkungan
dan sosial. Konsekuensi ini diterapkan baik pada korporasi maupun pejabat yang
terlibat dalam pemberian izin yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak
mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah pentingnya penerapan hukum yang ketat dan transparan dalam mengatur izin
usaha pertambangan, untuk memastikan bahwa kegiatan ekstraktif ini tidak hanya
berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, tetapi juga memperhatikan
keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi
dalam memperkuat implementasi hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam
konteks perlindungan hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
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